
WALI KOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATIJRAN UIAI,I KOTA BATU

NOMOR II TAIIUIT 2021

TENTANG

PERUBAHAIC I(EDUA ATAS PERATITRAI{ WALI KOTA BATU
NOMOR 82 TNIUI{ 2O2O TENTANG PEDOMAIT STAITDAR IIARGA

BARAITG/JASA DI LINGKUNGAI{ PEMERIIIITAH KOTA BATU
TAHI'N AITGGARAN 2O2I

DENGA.I'I RAHMAT TI'HAX YANG MAITA ESA

WAII KOTA BATU,

Menimbalg bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap
Standar Biaya Umum, khususnya terhadap Honorarium
PaniLia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dan Sekretaris Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Batu tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2O2l;

Mengingat 1.

2.

4.

Undalg-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 91, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 18);

Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarg
Perbendaharaan Negara (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Iembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l€mbaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (l-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor I12, Tambahal l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran Nega-ra

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarg
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(I.€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaima.na telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundarg-undangan (Lemba-ran Negara Repub[k
lndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambalan
l-€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 letl.tanlg
Pemerintahal Daeral (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg
Perubahan Kedua atas Undang-Undarg Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerjntahan Daerah (L€mbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahar Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahal (Lemba-ran Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan l€mbarar Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 20OO tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Keualgal dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O

Nomor 2O9, Tambahal kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O27);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2O00 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepa.la Daerah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 2I0, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporar Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah
(l,embarar Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan lrmbaran Negara Reputrlik
Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaa-n Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Talun 2007 Nomor 83, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembara-n

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahal L€mbara-n Negara Republik lndonesia
Nomor 489O);

17- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,
Tamba]:an lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Bararg Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5533);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 TaLun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Iembaran
Negara Republik lndonesia Talun 2017 Nomor 106,

Tambaian l,embaran Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dal Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
l,embaran Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,emba-ran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);
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22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 telf,tal]g
Peraturan Pelaksalaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundalg-undangan;

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentalg
Pengadaal Barang/Jasa Pemerintahan;

24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O lental]g
Standar Biaya Regional;

25. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonor 80 Ta-hun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015
tentang Standar Barang dar Stardar Kebutuhan
Barang Milik Nega-ra Berupa Alat Angkutan darat
Bermotor Dinas Operasinal Jabatar di Da.laln Negeri;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaialr 2o2ll

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahnlr 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2O1l
tentang Pokok-Pokok Pengelolaal Keuangan Daerah;

31. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun 2020
tentang Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di
Lingkungal Pemerinteh Kota Batu Tahun Anggaran
2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wa.likota Batu Nomor 101 Tahun 2O2O telltaIlg
Perubahan atas Peraturan Wa.li Kota Batu Nomor 82
Tahun 2O2O tentang Pedoman Standar Harga
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

PERATURA.IT WALI TOTA BATU TEI{TAITG
PERUBAIIAIT KEDUA ATAS PERATI'RAII WALI KOTA
BATU NOMOR 82 TAHUI{ 2O2O TEITTA.ITG PEDOMAI{
STAI{DAR IIARGA BARANG/JASA DI LIITGKUNGAIT
PEMERINTAH KOTA BATU TAHI,IT AITG'GARAIT 2021.

Menetapkair
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Pasal I

l,ampiran Il Peraturan Wa.li Kota Batu Nomor 82 Tahun
2020 tentang Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2021
sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Walikota
Batu Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 82 Tahun 2O2O lentaIrg
Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kota Batu Talun Anggajan 2021, Standar
Biaya Umum, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
dan Sekreta-riat Panitia Pelaksara Kegiatan, diubah
sehingga berbunyi sebagai berikutl

Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah

1.250.000,o0

500.ooo.oo

I(ODE
KEI,OMPOK

BARANG

IJRAIAN KEI,OMPOK
BARAIIG

SATUAII IIARGA
SATUAI'I

1 2 3
9.1.2.25.O1.01.O01 Honorarium Pelaksana Kdgtatan dan Sekretariat

Pela.ksana Kegiatan
9. 1.2.2 5.O 1.01.O01 Honorarium Pelaksana Kegiatan
9.1.2.25.01.01.001
9.1.2.25.01.01.O01 Pengarah I OB l,500,000,00
9. r .2.2 5.01.01.O01 Pengarah II OB 1.300,000,00
9. 1.2.2 5.01.01.OO 1 Penanggung Jawab OB
9. 1.2.25.01.01.001 Ketua (Eselon II) l 000.o00,o0
9. 1.2.25.01.01.O01 Ketua (Eselon III) OB 850.OO0,00
9.1.2.25.O1.01.O01
9.1.2.25.O1.01.O01 Sekretaris OB 750.000,o0

Anggota Eselon II 750.OO0,00
9.1.2.25.01.01.O01 OB 650.OO0,00
9. 1.2.2 5.O 1.01.O0I Anggota Eselon IV OB

9.1.2 25.O1.01.O01 Anggota (Sta0 OB
9.1.2.25.O1.01.O01 Honorarium Pelaksara Kegiatan dan Sekretariat

Pelaksana Kegiatan
9. r .2.2 5.O 1 .0 r .O01 Honorarium Pelaksana Kegiatan
9.1.2.25.01.01.001 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
9. 1.2.25.01.01.001 Pengaral oB 750.000,00

oB 700.000,009.1.2.25.01.01.001 Penanggung Jawab
91.2.25.01.01.001 Ketua OB 650.O00,00
9.1.2.25.01.01.001 Wal<il Ketua OB 600.o00,00
9.1.2.25.01.0I.001 Sekretaris OB 500.o00,00
9.1.2.25.01.01.001 Anggota

Struktural)
(Pejabat OB 450.000,00

9. 1.2.2s.01.0I.001 OB 400.o00,00

OB

Wakil Ketua (Eselon II) oB 850.000,00

9.1.2.25.01.01.001 OB
Anggota Eselon III

ss0.000,00

Anggota (staf)
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Pasal II

Peraturan WaIi Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan, yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari
2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkal di Batu
pada tangga.l 9 Februan 2021

WALI BATU,

DEWANTI RUMPOXO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 9 Februari 2021

DAERAH KOTA BATU

ZADIM EFFISIENSI

BER1TA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2O21 NOMOR II/A

Ha.la.-nan 6 dari 6 hlln...


